DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT

RAPAT KOMISI IX DPR RI
(Kementerian Kesehatan R, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBEN), Badan Pengawas
Obat dan Makanan (BPOM), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)

Tahun Sidang . 2018-2019

Masa Persidangan : 1

Rapat ke . 31

Jenis Rapat . Rapat Kerja

Dengan . Menteri Kesehatan Rl

Sifat Rapat . Terbuka

Hari/tanggal . Senin, 22 Oktober 2018

Pukul : 14.00 WIB - selesai

Acara : Penyesuaian RKA K/L sesuai Hasil Pembahasan dari
Badan Anggaran DPR RI.

Ketua Rapat : DR.H.Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA/
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI.

Sekretaris Rapat - Yanto Supriyanto/Kepala Bagian Sekretariat Komisi X
DPR RI.

Tempat - Ruang Rapat Komisi IX DPR-RI Lantai |

Gedung Nusantara |
JI. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat

Hadir . A. 25 orang dari 48 orang Anggota Komisi IX DPR RI;
B. Menteri Kesehatan RI, Nila F. Moeloek beserta
jajaran.
PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IX DPR Rl dengan Menteri Kesehatan Rl dibuka pukul
14.15 WIB, maka sesuai Pasal 251 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata
Tertib, rapat telah memenuhi kuorum dan dinyatakan terbuka untuk umum.



KESIMPULAN

1.

Komisi IX DPR RI menyetujui Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Kesehatan
RI Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp58.746.540.744.000,- (Lima Puluh Delapan
Trilyun Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Milyar Lima Ratus Empat Puluh Juta
Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp28.764.787.454.000,- (Dua Puluh Delapan
Trilyun Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Delapan
Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah), dimana
Rp26.778.709.773.000,- (Dua Puluh Enam Trilyun Tujuh Ratus Tujuh
Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh
Puluh Tiga Ribu Rupiah) untuk Program Penguatan JKN/KIS bagi 96,8 juta
jiwa Peserta Penerima Bantuan Turan (PBI).

b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp108.750.943.000,- (Seratus Delapan Milyar
Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu
Rupiah).

c. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat sebesar Rp1.673.642.056.000,-
(Satu Trilyun Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Empat
Puluh Dua Juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)

d. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan sebesar Rp15.952.041.884.000.-
(Lima Belas Trilyun Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Milyar Empat Puluh
Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah).

e. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebesar
Rp2.641.905.147.000,- (Dua Trilyun Enam Ratus Empat Puluh Satu Milyar
Sembilan Ratus Lima Juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

f. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan  sebesar
Rp4.479.337.816.000,- (Empat Trilyun Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan
Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Enam Belas
Rupiah).

g. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan sebesar Rp805.387.027.000,-
(Delapan Ratus Lima Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua
Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

h. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
(PPSDMK) sebesar Rp4.320.688.417.000,- (Empat Trilyun Tiga Ratus Dua
Puluh Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tujuh
Belas Ribu Rupiah)

2. Komisi IX DPR RI mendorong Kementerian Kesehatan RI untuk meningkatkan

akses pelayanan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui
pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) yang disusun sesuai dengan kriteria
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

. Komisi IX DPR Rl mendorong Kementerian Kesehatan RI untuk

memperhatikan dan mengakomodir seluruh masukan dan aspirasi Anggota



Komisi IX DPR RI yang disampaikan pada Rapat Kerja hari ini, Senin, 22
Oktober 2018.

Rapat ditutup pukul 15.25 WIB.

Ketua Rapat/ Menteri Kesehatan R,
etua Komisi IX DPR R,

Nila F. Mo€loek




